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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 3/KPTS/VIII/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2026, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen telah memenuhi persyaratan kompetensi
dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



